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Rencana Strategis Satpol PP dan Damkar Kota Tasikmalaya 2017-2022

BABI
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dalam upaya mendukung
pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, setiap
Perangkat Daerah mempunyai kewajiban menyusun Rencana Strategis
(Renstra) Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran,
program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan
tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat
indikatif.

Rencana Strategis ( Renstra ) Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra
Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat
indikatif.

Proses penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah berdasarkan
ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra Perangkat Daerah
dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

Persiapan penyusunan, meliputi :
a. Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang

Pembentukan Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah;

b. Penentuan orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
c. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah;

d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
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berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra yang dilakukan bersamaan dengan
penyusunan Rancangan Awal RPJMD, meliputi :
a. Analisis gambaran pelayanan;
b. Analisis permasalahan;

c. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;

o

Analisis isu strategis;

e. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran
dan indikator serta target kinerja dalam Rancangan Awal RPJMD;

f. Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk
mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah;

g. Perumusan rencana program, Kkegiatan, indikator Kkinerja, pagu
indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi
dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif
dalam Rancangan Awal RPJMD.

3. Penyusunan Rancangan Renstra, meliputi :

a. Pembahasan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah dalam Forum
Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah;

b. Perumusan Berita Acara hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah /
Lintas Perangkat Daerah;

c. Penyempurnaan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah
berdasarkan Berita Acara hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah /
Lintas Perangkat Daerah;

d. Penyajian sistematika dokumen Rancangan Renstra Perangkat Daerah;

e. Penyampaian Rancangan Renstra Perangkat Daerah oleh Kepala
Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi dan
dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan Rancangan
Awal RPIJMD.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah yang
dihadiri oleh unsur pemangku kepentingan (stakeholders) yang terkait
dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan tujuan untuk
memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran,
program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan
Renstra Perangkat Daerah;

5. Perumusan Rancangan Akhir Renstra, yang merupakan proses
penyempurnaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi Rancangan

Akhir Renstra Perangkat Daerah dengan maksud untuk mempertajam
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strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah
berdasarkan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah
yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD;
6. Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah.
Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah
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Sebagai dokumen perencanaan, Renstra Perangkat Daerah disusun
secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap
perubahan yang bertujuan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi,
dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi
pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Sehingga secara hierarki
Renstra Perangkat Daerah mempunyai hubungan keterkaitan dengan dokumen
perencanaan lainnya baik pada skala nasional maupun regional sebagai bagian
dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional merupakan
penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang
tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan
Nasional;

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional merupakan
penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya
berpedoman pada RPJP Nasional,

3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan penjabaran dari RPJM
Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi

makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh
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termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga,
lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi
dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah merupakan
dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang
memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada
RPJP Nasional;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan
penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang
penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM
Nasional;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan
tahunan daerah yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan
mengacu pada RKP;

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun
sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada
RPJM Daerah dan bersifat indikatif;

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
tahunan Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman kepada
Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKP;

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana
belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan
yang disusun dengan berpedoman kepada Renja Perangkat Daerah dan
dijadikan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD).

Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L
dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah
adalah bahwa Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi perangkat
daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan
Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi,
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Peraturan
Walikota Tasikmalaya Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan

Rincian Tugas Unit Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
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Kota Tasikmalaya, RPJMD Kota Tasikmalaya tahun 2017-2022, dan
memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga tahun 2015-2019, Renstra
Perangkat Daerah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Tasikmalaya Tahun 2011-2031. Renstra Perangkat Daerah ini menjadi
pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun
setiap tahun selama kurun waktu tahun 2017-2022. Selain itu Renstra
Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi

pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra.

Gambar 1.2

Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
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Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 berpedoman pada Peraturan Perundang-

undangan sebagai berikut :

1.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);



10.

11.

12.
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
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Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor
70);

14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005
— 2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);

15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor
2);

16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya
(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);

17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);

18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022
(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor );

19. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan
Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
(Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296);

20. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok
dan Rincian Tugas Unit Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 326).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengarahkan kebijakan-kebijakan
pembangunan di bidang penegakan Perda dan Perkada serta pelaksanaan ketentraman
dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana
kebakaran sebagai salah satu penunjang suksesnya pencapaian visi dan misi

Pemerintahan Kota Tasikmalaya secara berkesinambungan.
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Sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan dan menetapkan pedoman
dalam penyusunan rencana program/kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah Kota Tasikmalaya, dan menyelenggarakan ketertiban
umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan

bencana kebakaran.

1.4  SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Tahun 2017-2022 berdasarkan ketentuan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB | PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta
sistematika penulisan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Tahun 2017-2022.

BAB I GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,
struktur organisasi dan sumber daya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran, kondisi sarana, capaian Kinerja pelayanan serta tantangan dan

peluang pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran

BAB IIl PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT
DAERAH

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, telaahan terhadap visi, misi, dan
program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan terhadap
Renstra Kementerian/Lembaga, telaahan terhadap Renstra Perangkat Daerah
dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tasikmalaya, telaahan
terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan penentuan isu-isu

strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
Bab ini berisi rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi
Pamong Praja beserta indikator kinerjanya yang mengacu kepada tujuan dan

sasaran jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.
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BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini mengemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan kecamatan yang
mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang
tertuang dalam RPJMD.

BABVI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan

Pemadam Kebakaran, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan

indikatif selama periode Tahun 2017-2022.

BAB VIl KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai
selama periode Tahun 2017-2022 sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP
Bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, meliputi kaidah-

kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



